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Kata Pengantar 

Puji syukur ke hadirat kehadirat Allah Subhanahu Wa’Ta Ala atas rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul 

"Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di 

Pemerintah Daerah dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum". 

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai garda terdepan 

dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, posisi PPTK sangat 

rawan disalahgunakan. Ironisnya, seringkali terjadi dilema hukum dalam menentukan batas 

pertanggungjawaban pidana mereka, terutama saat berhadapan dengan keputusan atasan. 

Fokus utama penulisan ini adalah menganalisis bagaimana asas kepastian hukum dapat 

diterapkan untuk memberikan kejelasan dan keadilan dalam proses hukum. Asas ini menjadi 

landasan krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan korupsi yang dilakukan oleh PPTK 

dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional, tanpa mengabaikan aspek keadilan dan 

hak-hak hukumnya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan 

kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga 

karya tulis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 
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Abstract 

  

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak memiliki kewenangan formal dalam pengadaan barang 

dan jasa di lingkungan pemerintah daerah, dilihat dari perspektif asas kepastian hukum. 

Dalam praktiknya, PPTK seringkali dilibatkan dalam proses pengadaan meskipun secara 

regulasi tidak secara eksplisit diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan teknis lainnya serta Perpres nomor 12 tahun 

2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomer 16 tahun 2018 sebagai pengganti 

Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, 

teori hukum, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan 

PPTK dalam pengadaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dalam beberapa 

kasus menyebabkan kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap PPTK yang sebenarnya 

hanya menjalankan tugas administratif atau perintah atasan. Oleh karena itu, diperlukan 

formulasi hukum yang lebih tegas dalam mengatur batas kewenangan PPTK agar tidak terjadi 

tumpang tindih tanggung jawab pidana, serta untuk memastikan perlindungan hukum yang 

adil dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. 

 

 

 



 

 

 

Keywords: Accountability; PPTK; Legal Certainty 

Abstract 

  

This study discusses criminal accountability for Technical Activity Implementation Officers 

(PPTK) who do not have formal authority in the procurement of goods and services within 

local government, from the perspective of the principle of legal certainty. In practice, PPTKs 

are often involved in the procurement process even though regulations do not explicitly grant 

them authority as stipulated in Presidential Regulation No. 16 of 2018 and other technical 

regulations, as well as Presidential Regulation No. 12 of 2021 amending Presidential 

Regulation No. 16 of 2018, which replaced Presidential Regulation No. 54 of 2010 on the 

procurement of goods and services. This study uses a normative legal approach by examining 

relevant legislation, legal theory, and case studies. The results of the study indicate that the 

involvement of PPTK in procurement can lead to legal uncertainty and, in some cases, result 

in disproportionate criminalization of PPTK who are merely carrying out administrative tasks 

or following superior orders. Therefore, a more explicit legal formulation is needed to 

regulate the scope of authority of PPTK to avoid overlapping criminal liability and to ensure 

fair legal protection within the context of local government governance.   
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